
••••••• (2) KOLO GNAS 

IIBDUDUK.l\.i\f DAN TUGJ:.S POKOK 
(1) KOLOGN.AS ada.lah suatu badan pelaksana chusus Pemerintah, 

be rkedudukan d.Lbawah Presidium Kabf.ne t Al-IPE..~. 

Pasal 1 

K O ~ 0 G N A S 
BAB - I 

: Nengubah, menambah dan merij empurnakan Surat Keputusan Pre­ 
siden Republik Indonesia No. 87 tahun 1966 tentang keduduk­ 
an, Tugas Pokok , Fungsi dan Organisasi Komand.o Logistik Na­ 
sional menurut ketien tuan sebagai berikut : 

., . MEEUTUSKAN 

: Pe r tdmbang an Presidiura Kabinet .:\J.'!PER.A. 

2. Surat Kcpu tusan P:cesiden Re pub'Lf.k Indones:La No. 87 t ahun 
1966. 

: 1. Surat Keputusan Presideh Republik Indonesia No. 163 ta­ 
hun 1966; 

2. bahwa kegiatan Bad:::,n-badan/lembaga-lernbaga Pemerintah 
maupun Swasta jang bergera.k dalam bidang pengus ahaan , 
pembeajaan, pengangkutan, pen j tmpanan dan penjaluran 
bahari-bahan pokok kebu tuhan hidup sehari-hari pe rLu J..e·· 
bih dil{oordinasikan, da synchr-onf sasf.kan dan diintegras:L­ 
kan aeh.lrigga lebih t.er ar-ah , sesuai dengan Di-II DFJi..HMA dan 
TJATUR KARYA Kabinet AMPERA. 

: 1. bahwa be rhubung d engun terbentulmj a Kab i.ne t AMPERA, per­ 
lu mengubah dan menjempurnakan Surat Keputrusan Presiclen 
No. 87 t ahun 1966 ten tang l?ungsi, Tue;a.s/keduc1ukan dan 
Organisasi Komando Logistik Nasional ; 

KAHI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDO!IBSIA 
NO.: 182 TAEUN 1966.- 

tentang 

KEDUDUK.A-1'J, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
ORGP..NISASI KOHANDO LOGISTIK NASIONAL v 

PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

!netapkan 

Hemperhatikan 

Mengingat 

Henimbang 
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Pasal 4. ••••••• 

- menentukan program pelaksanaan; 
memimpin pelaksanaan dalam arti mengkoordinasikan, mene­ 
synchr-ont sasakan dan rnengintegrasikan, serta 

- mengawasi hasil pe l.aks anaan ; 

tugas-ctugas dan kewadjiban Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerin­ 
t.ah maupun Swasta ja.ns bergerak dalarn bidang tersebut d.i.at.as , 

KOLOGNAS bertµgas melaksanakan kebidjaksanaan umurn politik 
perekonomian Pernerintah, chususnja jane menjangkut masalah pe­ 
n j ed.l.aan dan penjaluran bahan-bahan pokok kebutuhan hidup se­ 
hari-hari, dengan djalan; 

BIDAHG TUGAS DAN PELAKS~JIJAANNJA 

Pasal 3. 

Sebagai suatu Komando, KOLOGNAS mernpunj ai fungsi-f\mgsi : 

- perentjanaan; 
- koordinasi dan 
- pengawasan 

terhadap semua kegiatan operasionil dari Badan-badan/Lernbaga­ 
lembaga jang bergeralc dalam bidang pengusahaan, pembiajaan, 
pengangku tan, penj Lmpanan dan penj aluran bahan-bahan pokok ke­ 
bu tuha.n. hidup sehari-hari, s ebaga Imana dimaksud daLam pasaJ. 1 
ajat (2) keputusan ini. 

F U N G S I 

- pengus ahaan ; 
- pembiajaan; 

pengangkut an 
- penjimpanan dan 
- penjaluran 

semua bahan pokok kebutuhun h Ldup sehari-hari jang diawasi. 

PasaJ. 2 

(2) KOLOGNAS mempunj ai tugas pokok me l.akukan Penp;~ndalian Opera­ 
sioniJ. at.as ke gi.ut-an dari Badan;badan/Lemba:;a-lembaga. Peme - 
rintah maupun Swasta jang bergerak da.l.am bf.dang , at.au Lapa­ 
ngan tueasnj a be rhuburigan era t dengan mas al.ah : 

- 2 - 

PRES I DEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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Pasal 5. •••••••• 

(5) I1ntuJc lebih memperlantjar sekalian pelaksana<?n operasi, Pim- 
/ pinan KOLOGNAS dibantu oleh s ebuah 31\DAN lIUSJAWAHAfI PIHPINAlJ 

jang terdiri dari Henteri-menteri Utama, a.tau pedjabat lain 
jang menurut pertimbangan Presidium bidang tugasnja mempunjai 
hubungan erat derigan pembinaan Logistik Nasional. 

b , D;ji.ka dianggap perlu, dengan s enan td.as a rnemperhatikan prin­ 
s:Lp-prinsip ekonomf, , Panglima KOLOGNAS dapaf membentuk sa­ 
tnan-satuan tugas (Task Forces) jane merupakan unsur pelak­ 

"sana chusus , 

(4) a. Badan-badan tehnis seperti Djawatan-djawatan, Pe rusahaan­ 
perusahaan Negara, Kooperasi dan Perusahaan-perusahaan 
Swasta, janB bergerak dalam bidang dan lapangan usa.hanja 
be rhubungan erat derigan mas a'Lah penj edi.aan, penj aluran 

i bahan-~ahan pokok kebutuhan hidup sehari-hari setjara tak- 
tj_s operasionil marupakan unsu r pe'Laks ena umum dari KOLOG- 
NAS t' 

- pengawasan dan 
Sekretariat. 

- perentjanaan pengusahaan; 
pembiajaan; 

- angkuuan ; 
penjaluran dan penjimpanan; 

(3) Kepala Staf, membarrtu Pimpinan dalam me Laks an ak an kegiatan 
KOLOGNAS sehari-hari dengan dibantu oleh para .A.ssisten masing­ 
masing dalam bidangnja menjelenggarakan urusan: 

1 • 1 • ]?impinan ; 
1.2. St a f ; 
1.3. Pe.l.aksana, 

(2) KOLOGNAS dipimpin oleh seorang Panglima dan seorang Kepala 
Staf. 

(1) Organ:isasi KOLOGHAS terdiri dari unsur-unsur : 

O R G A N I S A S I 
Pasa1 l1- 

PRESIOEN 
REPUBLIK INDONESIA 
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B A B - III•••••• 

•' (6) Semua pembiajaan KOLOGDA dibebankan kepad.a Anggar-an Peme r-Ln- 
tah Dae r ah, 

(3) Dalam menghadapi persoalan-persoalan chusus , KOLOGDA dapat 
mengamb i.L kebidjalrnanaan lain dengan ketentuan agar segera 
dilaporkannja. kepada KOLOGNAS. 

(4) Susunan orga.nisasi KOLOGDA disesuaikan dengan susunan organi­ 
sasi I<;OLOGNAS, 

( 5) Gubernur Kepa.la Dae rah karena dj abatannj a mendj adi Komandan 
KOLOGDA, ketjuali Panglima KOLOGNAS menentukan lain. 

KOHANDO LOGISTIK DAERAH 
Pasal 7 

(1) Di tiap·-tiap Daerah Tingkat I dibentuk Koraando Logistik Daerah 
selandjutnja disingkat KOLOGDA, berkeduduke.n dibawah Gubernur 
Kepa'La Daer ah , 

(2) KOLOGDA ada'l.ah suat.u Komando Pelaksana Log.l.s tzi.k di Daerah jang 
pada dasarnja melakukan kegiatannja berdasa:r kebidjaksanaan 
KOLOGNAS. 

BAB - II 

Semua pembie.j aan KOLOGNAS d.ibebankan k epad.a Anggaran Pemerin­ 
tahan Tertinggi. 

(3) Anggota-ane;gota Staf dan petuzas KOLOGHAS di.a.ngkat, diberhen­ 
tikan dan bertanggung dj awab ke pada Pangl.fma KOLOGNAS. 

Pasal 6 

PEHBIAJAAN 

(2) Kepa'La Staf KOLOGNAS diangkat d.an diberhentilrnn oleh Presiden 
atas usuf, Parig.l lma KOLOGNAS dan be r-t anggung d j awab kepada Pang­ 
lima KOLOGNAS. 

( 1) Ketua Pr-es Ld.Lum karena dj aba t ann j a rnendj adi Panglima KOLOGN.AS 
dan be r-t.ang gurig djawab kepada Presiden. 

SUSUNAN DAN TANGGUNG DJAWAB 

Pasal 5 

PRESIDEN 
REPUBLIK INOONESIA 

- 4 

www.bphn.go.id



Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 22 Agustus 1966. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
SUKARNO 

----------~- .. -- -- 

Keputusan ini mulai berla.ku pada hari ditetapkan • 
Pasal 9 

Hal-hal lain jang belu.m diatur dalam keputusan ini djika 
• dianggap perlu dapat di t.errtukan kemudd.an oleh PangLf.ma KOLOGNAS 

berdasarkan Keputusan ini. 
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Pasal 8 
KETENTUAN PENUTUP 

BAB - III 
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